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ABSTRAK 

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. 
Keputusan ini diambil atas kepentingan pimpinan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi tax 
avoidance diantaranya tingkat laba (profitabilitas) dan tata kelola perusahaan (corporate governance). 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan populasi yang 
digunakan pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas dan 
corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling , dengan sampel yang 
digunakan yaitu laporan tahunan periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Sebanyak 90 
perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria penelitian dari total populasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan (1) profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance, 
(2) komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
 
Kata Kunci: profitabilitas, corporate   governance, komposisi dewan komisaris, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, tax avoidance. 

 
ABSTRACT 

Tax avoidance is an attempt to reduce legal tax payable. This decision was made in the interests of the company's 
leadership. Factors that influence tax avoidance include the level of profit (profitability) and corporate governance 
(corporate governance). Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange are the population used 
in this study. The purpose of this study was to examine the effect of profitability and corporate governance on tax 
avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used 
purposive sampling, and the sample used was the annual report for the period 2012 to 2016. A total of 90 
manufacturing companies had met the research criteria of the total population. The results of this study indicate (1) 
profitability has a significant negative effect on tax avoidance, (2) board of commissioners composition, managerial 
ownership, and institutional ownership have no significant effect on tax avoidance. 
 
Keywords: profitability, corporate governance, a board of commissioners composition, managerial ownership, 
institutional ownership, tax avoidance. 

PENDAHULUAN 
Pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara 

bagi negara-negara berkembang. Perhatian yang besar pada sektor pajak ini dilakukan oleh 
pemerintah negara-negara di dunia. Namun, terdapat kendala dalam mengoptimalkan 
penerimaan sektor ini. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu kendala dalam 
rangka optimalisasi penerimaan pajak, dan cukup banyak perusahaan yang melakukan 
penghindaran pajak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan akan membayarkan 
pajaknya seminimal mungkin, karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan 
mengurangi laba bersih (Hardika, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan 



 
JURNAL AKUNTANSI BISNIS PELITA BANGSA-VOL 5 NO. 2 – desember 2020 

Ahmad bukhori muslim; nengzih  131 

sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, 
dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak 
untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di 
berbagai sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014). 

Penghindaran pajak atau tax avoidance sendiri bukanlah suatu hal yang tanpa sengaja 
dilakukan oleh perusahaan, keputusan tersebut diambil melalui kebijakan dari pimpinan 
perusahaan (Budiman dan Setiono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak 
tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas 
antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga 
untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan 
perpajakan (Bovi, 2005 dalam Annisa & Kurniasih, 2012). 

Perusahaan Modal Asing pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan yang berada di 
Indonesia. PMA tersebut melakukan penghindaran pajak dengan melaporkaan rugi selama 5 
tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Prakosa, 2014). Terdapat 
4.000 PMA melaporkan nihil nilai pajaknya berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh 
Dirjen Pajak pada tahun 2012, umumnya perusahaan tersebut mengalami kerugian sela 7 tahun 
berturut-turut dan perusahaan yang bergerak bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan 
bahan baku (Dirjen Pajak, 2013 dalam Prakosa, 2014).  

Perusahaan multinasional di Indonesia pun masih ada yang tidak menjalankan 
kewajibannya berupa pembayaran pajak kepada negara, tercatat hampir 4.000 perusahaan tidak 
membayar pajak selama 7 tahun (Agusti, 2014). Penghindaran pajak juga terjadi di Amerika, 
kurang dari seperempat total perusahaan yang beroperasi melakukan tindakan penghindaran 
pajak melalui pembayaran pajak kurang dari 20% dengan rata-rata pembayaran pajak mendekati 
30% (Dyreng et al., 2008 dalam Prakosa, 2014).  

Potensi pengurangan PPh badan yang dibayar perusahaan di Indonesia cenderung 
melakukan peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi 
mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Berdasarkan data laporan keuangan di 
BEI, sebuah perusahaan consumer goods harus membayar royalti kepada holding company di Belanda, 
dari 3,5% meningkat ke 5%-8% mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, 
consumer goods tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5% menjadi 
8%, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5% dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. 
Sebesar Rp 303 milyar merupakan potensial loss PPh badan tahun 2015 yaitu sebesar 25 persen 
dari total Rp 1,215 triliun.  Menurut aturan hal tersebut merupakan tindakan yang legal, namun 
kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga 
produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti holding company. Kejadian ini sangatlah mungkin 
terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan merupakan masalah yang utama bagi 
pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan 
pemerintah (Agusti, 2014). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, yaitu 
profitabilitas dan corporate governance. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan 
faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap tax avoidance, diantaranya memfokuskan pada 
tingkat profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan 
laba. Efektivitas suatu perusahaan yang diambil berdasarkan pengembalian hasil penjualan dan 
investasi disebut sebagai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari profit margin, basic 
earning power, return on assets, dan return on equity. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Return on Asset (ROA). Indikator performa keuangan perusahaan dicerminkan oleh Return 
on Assets (ROA), pengukuran performa perusahaan dinilai baik ketika nilai ROA semakin tinggi 
dan semakin baik mengungkapkan kewajiban pajaknya (Darmawan dan Sukartha, 2014), 
sedangkan (Maharani dan Suardana, 2014) menyatakan bahwa semakin tinggi ROA justru 
menurunkan performa perusahaan dan semakin kecil tingkat penghindaran pajaknya.  
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Selain profitabilitas, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan corporate governance 
terhadap tax avoidance. Keputusan yang diambil perusahaan dipengaruhi oleh kondisi tata kelola 
perusahaan. Buruknya tata kelola perusahaan, mengakibatkan tindakan penghindaran pajak yang 
tidak bernilai bagi pemegang saham sehingga mengurangi nilai perusahaan (Wahab dan Holland, 
2012) dalam (Oktofian, 2015). Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi 
peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, mengalami penurunan tingkat 
penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan 
dengan tata kelola yang baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi 
(Desai & Darmapala, 2006). 

Corporate governace merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara 
berbagai partisipan dalam perusahaan menentukan arah kinerja perusahaan Haruman (2008) 
dalam Annisa (2012). Corporate governace dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang 
saham, hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme corporate governance yang dilakukan 
oleh perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Aturan struktur corporate governance akan 
mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain 
perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, 
2006 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). 

Aspek corporate governance dalam penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris, 
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris bertugas mengawasi 
kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU 
No.40 Tahun 2007). Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis 
dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, 
serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan dewan komisaris independen 
diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak 
perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005). 

Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015), Deddy Dyas Cahyono, 
Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), dan Wirna Yola Agusti  (2014) menyatakan proporsi dewan 
komisari tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan I Gusti Ayu Cahya 
Maharani, Ketut Ali Suardana (2014) menyatakan bahwa propoorsi dewan komisari berpengaruh 
negatif terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri 
Abdilah. (2016), Pohan (2008) dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tax 
avoidance. 

Aspek yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu struktur kepemilikan perusahaan. 
Struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. 
Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek corporate governance yang dapat mengurangi 
agency cost apabila porsinya dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan. Selain itu, 
manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan (Sisca 
Christianty Dewi, 2008: 48). Hasil penelitian Muhammad Oktofian (2015) menyatakan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
berbeda didapatkan oleh Pohan (2008), Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015) 
menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga merupakan corporate governance 
yang dipandang dapat mengurangi agency cost. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional 
mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang 
kebijakan manajer (Karinaputri, 2012:23). Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham 
oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya (Marselina Widiastuti, 
Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta, 2013:3403). Kepemilikan institusional dianggap dapat 
memonitor kinerja manajemen. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kontrol eksternal 
terhadap manajerial perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya biaya agensi 
dan perusahaan cenderung membayarkan dividen yang rendah. Selaras dengan penelitian (Putri & 
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Nasir (2006), (Dewi, 2008)  yang memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Keberadaan institusi sebagai mekanisme 
monitoring tidak dibutuhkan lagi ketika agency cost berkurang akibat adanya pembayaran dividen 
yang tinggi oleh perusahaan. Penelitian Sisca juga menunjukkan hasil yang sama bahwa 
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Namun hasil penelitian 
Annisa dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2015), Ghita Lisnawati (2016), Muhammad Oktofian 
(2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian berbeda didapatkan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Deddy Dyas Cahyono, Rita 
Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, sebab 
penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal 
(Lawful). Penghindaran pajak tidak diinginkan, namun diperbolehkan.  Cash Effective Tax Rate 
(CETR) yang merupakan salah satu indikator penghindaran pajak, digunakan dalam penelitian 
ini. Jumlah kas yang sebenarnya dibayarkan perusahaan dalam membayar pajak dicerminkan oleh 
CETR. Melalui laporan arus kas dapat diketahui kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan 
perusahaan melalui CETR (Dyreng, et al. , 2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya dilakukan pada tahun periode laporan keuangan dari tahun 2012-2016 pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selain itu proksi penghindaran 
pajak dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). 

Pemilihan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek 
penelitian dikarenakan aktivitas usaha yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembelian 
bahan baku sampai dengan penjualan produk jadi. Seluruh aktivitas usaha yang dilakukan 
sebagian besar terkait dnegan aspek perpajakan. Selain itu penyumbang terbesar penerimaan 
pajak negara didapat dari perusahaan manufaktur terutama yang terdaftar di BEI, dengan 
penerimaan sebesar 316,49 triliun di tahun 2012 dan 333,73 triliun pada tahun 2013 (Inside Tax 
edisi 18, 2013:34).  
 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Agency Theory 

Agency Theory menjelaskan bahwa organisasi merupakan jaringan hubungan kontraktual 
antara manager (agen) dengan pemilik perusahaan, kreditur, dan pihak lainnya (prinsipal). Dalam 
teori ini, individu yang rasional, memiliki kepentingan pribadi dan berusaha memaksimalkan 
kepentingan pribadinya diasumsikan sebagai agen. Manager sebagai agen bertanggung jawab 
untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal), namun di sisi lain manajer juga 
memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga ada kemungkinan besar 
agen tidak selalu bertindak demi kepentingan pribadi prinsipal (Adi & Nur, 2013). Kondisi 
ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal yang terjadi dinamakan asimetri informasi 
(information asymmetry). 

Conflict of interest dipacu oleh masalah keagenan (agency problem) antara pemegang saham 
(pemilik perusahaan) dengan manajer potensial, hal ini terjadi apabila saham yang dimiliki oleh 
prinsipal merupakan saham minoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan 
manajemen bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran sendiri. Dalam meyakinkan 
pekerjaan yang dilakukan manajer dengan sungguh-sungguh, pemilik saham harus mengeluarkan 
biaya agen (agency cost) (Atmaja, 2008 dalam Zuesty, 2016). 

Konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak dan pihak yang 
membayar pajak (manajemen perusahaan) yang digambarkan dalam penelitian ini. Manajemen 
memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan 
beban pajak yang rendah, sedagkan fiskus mengharapkan adanya pemasukan yang besar dalam 
pemungutan pajak. Akibatnya dari kedua sudut pandang yang berbeda menimbulkan konflik 
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antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar 
pajak (Prakosa, 2014). 
 
Tax Avoidance 

Perbuatan yang dilakukan dengan tidak memberi alasan untuk dikenakan pajak 
dinamakan penghindaran pajak (Tax Avoidance) Menurut Murtopo (2011:7), penghindaran pajak 
yang dilakukan masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), Salah 
satu usaha dalam meringankan beban pajak dan tidak melanggar undang-undang daapt dilakukan 
melalui penghindaran pajak (Tax Avoidance). Menurut Utami (2013) tax avoidance adalah suatu 
skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan 
kelemahan-kelemahan (loophole dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dikatakan legal 
karena tidak melanggar aturan perpajakan. Begitu juga dengan Hutagaol (2007) dalam 
Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015) menyebutkan bahwa tax 
avoidance yaitu pengurangan jumlah pajak terutang yang diambil dari kelemahan (loopholes) sebagai 
salah satu cara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan melalui penghindaran pajak. 

Upaya pengurangan atau penghematan pajak selama hal tersebut dimungkinkan dan tidak 
menyalahi aturan merupakan definisi penghindaran pajak yang telah disampaikan sebelumnya. 
Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang 
bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang 
diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina et al., 2014). 

Dalam literatur keagenan, tax avoidace dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk 
melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Tax avoidance 
menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas 
tax avoidance memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain 
untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam 
Ningtias, 2015). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax avoidance dengan mengklaim 
bahwa kompleksitas dan ketidaktahuan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan 
terdeteksinya aktivitas tax avoidance pemeriksa pajak. 

Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan jalannya 
perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka. Manajer yang 
menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul 
bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi 
keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola 
perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan 
kepentingan pemegang saham (Puspita, 2014). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR dapat 
menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas 
sesungguhnya dibayarkan perusahaan (Rinaldi dan Charoline, 2015). Menurut Dyreng et al. (2010) 
CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan dengan 
maksud dapat melihat cash flow untuk pembayaran pajak. 

 
Profitabilitas 

Menurut Sutrisno (2009), profitabilitas adalah resiko keuntungan untuk mengukur 
seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan, semakin besar tingkat 
keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengolah perusahaan. Menurut 
Munawir (2010), profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan 
kesuksesan perusahaan yang kemampuan menggunakan secara produktif. 

Menurut Bringham (2011:146) “Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan 
keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan 
kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen asset dan utang pada hasil operasi”. 
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Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari 
keuntungan (laba). Perusahaan yang memperoleh keuntungan (laba) diasumsikan tidak 
melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya 
(Maharani & Suardana, 2014). 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan melihat Return on Assets (ROA). 
ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi 
nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut 
dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax 
avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan 
Suardana, 2014). 
 
Corporate Governance 

Corporate Governance yang dikutip dalam (Effendi, 2009:1) “Corporate governance is a company’s 
system of internal control, which has as its principal aim the management of risk that are significant to the 
fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the 
value of the shareholders investment”. 

Corporate governance adalah sistem pengendalian inrternal perusahaan yang memiliki tujuan 
utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan 
asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. 
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 
partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). 

Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) Corporate Governance “a set of rules 
that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal 
and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are 
directed and controlled.” 

Dari uraian diatas, Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang 
digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, 
dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan 
kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika 
(Komalasari, 2014:4). 
 
Komposisi Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang 
bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang 
bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas 
manajemen secara efektif (Fama dan Jesen, 1983 dalam Wakid et al., 2012:10). Coller dan 
Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar anggota dewan komisaris maka semakin 
mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring sehingga yang dilakukan akan semakin 
efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap 
manajemen akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Wakid et al., 2012:10). 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal 
dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan 
komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan 
perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikelurkan oleh BEI, jumlah komisaris independen 
proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan 
sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga 
puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen 
memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang 
saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (Pohan, 2008). Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. 
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SE305/BEJ/07- 2004 perihal komisaris independen di perusahaan publik, disebutkan bahwa: 
a) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang: 

1) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 
2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau 

perusahaan publik. 
3) Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau 

pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. 
4) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. 
b) Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran 

anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum 
pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham 
perusahaan tersebut tercatat. 

Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi dikepalai oleh direktur 
utama dan dewan pengawas disebut sebagai dewan komisaris. Dewan komisari sering dipakai 
untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok stakeholder. Sistem dewan two-tier dipandang 
lebih baik untuk stakeholder daripada sistem unitary (Solomon, 2007). Perusahaan-perusahaan di 
Indonesia pada umumnya berbasis two-tier board system atau two board system seperti kebanyakan 
perusahaan di Eropa. Secara konseptual model two-tier system dengan tegas memisahkan 
keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai eksekutif korporasi. Di 
Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan Direksi dan Komisaris diatur di dalam 
UU No. 1 Tahun 1995 yang sekarang diperbarui menjadi UU No 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UU PT jelas terlihat bahwa kedudukan direksi dan 
komisaris secara tegas dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut dalam UU 
PT adalah two-tier board system. 
 
Kepemilikan Manajerial 

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Agustiani (2013), pengertian kepemilikan 
manajerial adalah: “para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam 
perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada 
suatu perusahaan yang bersangkutan.” 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen 
(Boediono, 2005), Herawati (2008)  . Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana 
manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai 
pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007:2). Kepemilikan 
manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain 
manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi 
Christiawan, 2007:2). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan 
saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih gait untuk 
memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Pohan (2008) 
mengatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka akan 
semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan 
pemegang saham dan manajer. 

 
Kepemilikan Institusional 

Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang 
terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor 
individual. Institusi sebagai investor yang sophisticated karena mempunyai kemampuan dalam 
memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan semakin 
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membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Saptatinah, 
2005). 

Menurut Faisal (2004), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor 
peusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan 
kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, 
perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), 
dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 
peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. 

Model kerangka permikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Gambar 1 

Kerangka Penelitian 

Sumber: Data diolah, 2017 
 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dari pengelolaan aktiva dikenal dengan Return On Asset. Return On Asset berguna mengukur 
sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya 
(Siahaan, 2004). Dendawijaya (2003:120) menyatakan Return On Asset menggambarkan 
kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi Return On Asset, 
semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. 
Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), Return On Asset merupakan pengukur keuntungan 
bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari Return On Asset, berarti 
semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. 

Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari (2013) dan Muhammad Fajri Saputra, Dandes 
Rifa, Novia Rahmawati (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Return On Asset 
terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Rinaldi dan Charoline (2015) menyatakan profitabilitas berpengaruh 
signifikan positif terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Prakosa (2014) dan Maharani dan 
Suardana (2014) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran 
pajak. Penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) yang menyatakan 
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Return On Asset merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan 
aktiva. Semakin tinggi nilai dari Return On Asset, semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan dan 
semakin tinggi profitabilitasnya (Prakosa, 2014). Tingginya profitabilitas perusahaan akan 
menggunakan pecking order theory, di mana perusahaan lebih memilih pendanaan internal dan 
memperoleh insentif dari pengelolaan aset yang dapat mengurangi beban pajak. Maharani dan 
Suardana (2014) menyebutkan bahwa perusahaan memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan 
tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Prakosa (2014) 
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menyebutkan jika Return On Asset mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan 
mengalami penurunan. 
H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance 
 
Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance 

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin 
besar presentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut 
manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan 
oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. 
Penelitian Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015), Deddy Dyas 
Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan proporsi dewan komisari tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Demikian juga penelitian Wirna Yola Agusti (2014) 
menyatakan corporate governance (proporsi dewan komisaris independen) tidak berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance. 

Meskipun demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani, 
Ketut Ali Suardana (2014) menyatakan bahwa propoorsi dewan komisari berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance. Dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri 
Abdilah. (2016) dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Begitu 
pula dengan hasil penelitian Pohan (2008) membuktikan bahwa komisaris independen 
mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance dan tax evasion manajemen kerap kali bersifat 
oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar 
meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. 
H2: Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Tax Avoidance 
 
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance 

Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini 
menunjukan bahwa meningkatnya jumlah kepemilkan saham manajerial di perusahaan maka 
kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan semakin rendah. Sehingga 
bertambahnya jumlah kepemilikan saham manajerial dapat menurunkan kecenderungan 
perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh 
manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya 
sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, 
sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung tax avoidance untuk dilakukan. 

Penelitian Pohan (2008) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance. Senada dengan hasil penelitian Pohan (2008), Batara Wiryo Pramudito dan 
Maria M. Ratna Sari (2015) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax 
avoidance. Berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Oktofian (2015) menyatakan kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka konsentrasi kepemilikan 
perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih baik. Dengan banyak insentif, mereka menjadi 
memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. 
Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam 
profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya 
menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan 
manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah 
(Timothy,2010). 
H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

 
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 

Menurut penelitian Rahmi Fadhilah (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal 
yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
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terhadap tax avoidance. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham 
oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional 
ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik 
institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan kepada dewan komisaris karena itu 
merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja tax 
avoidance terjadi. 

Kedua, kepemilikan institusional berfikir memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama 
pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegitan 
yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, 
jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap 
mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau 
kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan tax avoidance. 

Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa 
memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil 
suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan tax avoidance. Senada dengan penelitian 
Annisa dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2015), Ghita Lisnawati (2016), Muhammad Oktofian 
(2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Sedangkan hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa 
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan bertanggung jawab atas 
pemegang saham, oleh karena itu pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan 
perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang 
dimiliki intansi, semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan 
besarnya pengawasan yang dilakukan oleh intansi, akan mengurangi manajer dalam melakukan 
kecurangan. Salah satu kecurangan tersebut adalah melakukan penghindaran pajak. 

Senada dengan hasil penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) 
yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance begitu juga dengan 
hasil penelitian Pohan (2008) dan Aisha Zuesty (2016) bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hanum dan Zulaikha (2013) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa investor institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba setinggi-
tingginya yang menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. 

Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa keberadaan investor institusional 
mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk 
melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk 
investor institusional. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi 
kebijakan penghindaran pajak melalui tax agresif yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga 
semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional anak meningkatkan penghindaran 
pajak, akan tetapi semakin besar long- term shareholder institusional akan semakin mengurangi 
kebijakan penghindaran pajak (Khurana dan Moser, 2009). Penelitian dari Pranata, Puspa, dan 
Herawati (2014) juga menyatakan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional 
maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan 
oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan 
nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham ekternal 
mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk 
melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku 
manajer yang opportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara 
manajemen dan pemegang saham (Wahidahwati, 2002). 
H4: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance 
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METODE PENELITIAN 
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisa model regresi linear berganda, 

dikarenakan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan lebih dari satu dengan 
bantuan alat pengolahan data yaitu SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0 for windows, 
untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dengan dependen dan menguji hipotesis 
yang diajukan sebagai berikut: 
 

TA = 𝛼 + 𝛽1Prof + 𝛽2KDK + 𝛽3KM + 𝛽4KI + 𝜀 

Keterangan: 
TA = Tax Avoidance 
𝛼 = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2… = Koefisien regresi 
Prof = Profitabilitas 
KDK = Komposisi Dewan Komisaris  
KM = Kepemilikan Manajerial 
KI = Kepemilikan Institusional 
𝜀 = error 
 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Tax Avoidance 

Model estimasi pengukuran tax avoidance menggunakan model Cash Effective Tax Rate 
(CETR) diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang 
dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). 

 

𝐶𝐸𝑇𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑 

𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

 

2) Profitabilitas 
ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, 

semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan 
perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan 
tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya 
(Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki 
kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban 
kewajiban perpajakan (Chen et al., 2010). Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini 
mengacu pada Lina (2013:54). 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

      
                 

3) Komposisi Dewan Komisaris 
Komposisi dewan komisaris adalah menghitung presentase jumlah total dari anggota 

dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan sampel 
(Ujiyanto, 2007 dalam Wiyarsi, 2012) dalam penelitian ini menggunakan rumus: 

 
Komposisi Dewan Komisaris = DK internal + DK eksternal 

 
4) Kepemilikan Manajerial 

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur 
dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal 
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saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
     

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

                    
 
5) Kepemilikan Institusional 

Variabel ini diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki institusional pada akhir 
tahun. Kepemilikan Institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury K Fitriyah dan 
Dina Hidayat, 2011:35): 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

                     
 
Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012-2016. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan didalam 
penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu merupakan teknik penentuan sampel dimana 
seluruh anggota populasi berpotensi untuk menjadi anggota sampel dengan memilihnya 
berdasarkan kriteria-kriteria serta berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tertentu. Kriteria 
penentuan sampel dalam penelitian ini adalah: 
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012-2016. 
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian. 
3. Perusahaan menyajikan annual report dalam mata uang rupiah. 
4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, sampel yang akan digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2012-2016 sebanyak 18 perusahaan. 
 
HASIL PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Sampel perusahaan berjumlah 18 
perusahaan dengan masa penelitian 5 tahun menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 
 
 
Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

CETR (Y) 90 .045619 .920797 .31162199 .144495054 
ROA (X1) 90 .006554 .321145 .07912669 .062902176 
KDK (X2) 90 2.000000 8.000000 3.94444444 1.326998058 
KM (X3) 90 .000000 .256198 .07213673 .092736124 
KI (X4) 90 .057714 .980000 .63028806 .224058378 
Valid N 
(listwise) 

90     

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 
Berdasarkan tabel 1, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan selama 5 

tahun periode 2012-2016, dengan hasil sebagai berikut: 
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a) Tax Avoidance memiliki nilai maksimum sebesar 0.920 oleh PT Trias Sentosa Tbk tahun 2016 
dengan nilai cash tax paid sebesar Rp 21,357,853,296 dan pre tax income sebesar Rp 
23,194,967,133. Nilai minimum sebesar 0.045 oleh Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2016 
dengan nilai cash tax paid sebesar Rp 813,198,290 dan pre tax income sebesar Rp 
17,825,721,005. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.311 lebih besar dari standar deviasi sebesar 
0.144 menunjukkan ukuran penyebaran CETR cenderung homogen karena lebih kecil dari 
nilai rata-ratanya. 

b) Profitabilitas (ROA) memiliki nilai maksimum sebesar 0.321 oleh PT Lionmesh Prima Tbk 
tahun 2012 dengan nilai net income sebesar Rp 41,282,515,026 dan total asset sebesar Rp 
128,547,715,366. Nilai minimum sebesar 0.006 oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk tahun 
2013 dengan nilai net income sebesar Rp 5,019,540,731 dan total asset sebesar Rp 
765,881,409,376. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.079 lebih besar dari standar deviasi sebesar 
0.062 menunjukkan ukuran penyebaran profitabilitas cenderung homogen karena lebih kecil 
dari nilai rata-ratanya. 

c) Komposisi dewan komisaris (KDK) memiliki nilai maksimum sebesar 8.0 oleh PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk tahun 2012-2016 dengan jumlah kepemilikan komposisi dewan 
komisaris sebanyak 8 orang. Nilai minimum sebesar 2.0 oleh PT Pelangi Indah Canindo Tbk 
tahun 2013 dengan jumlah kepemilikan komposisi dewan komisaris sebanyak 2 orang. Nilai 
rata-rata (mean) sebesar 3.944 lebih besar dari standar deviasi sebesar 1.326 menunjukkan 
ukuran penyebaran komposisi dewan komisaris cenderung homogen, karena lebih kecil dari 
nilai rata-ratanya. 

d) Kepemilikan manajerial (MNJR) memiliki nilai maksimum sebesar 0.256 oleh PT Lionmesh 
Prima Tbk tahun 2012-2013 dengan jumlah saham manajerial sebesar 2,459,500 yang dimiliki 
oleh Jusuf Sutrisno sebagai Presiden Komisaris sebesar 1,353,000, Lawer Supendi sebagai 
Presiden Direktur sebesar 1,103,500, dan Warno sebagai Direktur sebesar 3,000 dan jumlah 
saham yang beredar sebesar 9,600,000. Nilai minimum sebesar 0.000 oleh PT Indal 
Aluminium Industry Tbk tahun 2012 dengan jumlah saham manajerial sebesar 0 dan jumlah 
saham yang beredar sebesar 158,400,000. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.072 lebih kecil dari 
standar deviasi sebesar 0.092 menunjukkan ukuran penyebaran struktur kepemilikan cukup 
tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya. 

e) Kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai maksimum sebesar 0.980 oleh PT Aneka Gas 
Industri Tbk tahun 2012-2013, dengan jumlah saham institusional sebesar 8,000 yang dimiliki 
oleh Rachmat Harsono sebagai Wakil Direktur Utama dan jumlah saham yang beredar 
sebesar 400,000 pada tahun 2012, jumlah saham institusional sebesar 10,300 yang dimiliki 
oleh Rachmat Harsono sebagai Wakil Direktur Utama dan jumlah saham yang beredar 
sebesar 515,000 pada tahun 2013. Nilai minimum sebesar 0.057 oleh PT Lion Metal Works 
Tbk tahun 2015-2016 dengan jumlah saham institusional sebesar 30,012,000 yang dimiliki 
oleh Lion Holding Pte. Ltd., Singapura sebesar 150,060,000 dan Lion Holding Sdn. Bhd., 
Kuala Lumpur sebesar 150,060,000 dan jumlah saham yang beredar sebesar 520,016,000. 
Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.630 lebih kecil dari standar deviasi sebesar 0.224, 
menunjukkan bahwa ukuran penyebaran struktur Kepemilikan Institusional cenderung 
homogen karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya. 

 
Uji Asumsi dan Kualitas Instrumen Penelitian 
Uji Normalitas 
Salah satu cara melihat normalitas adalah dengan melakukan uji Kolmogorov- smirnov. Dasar dalam 
pengambilan keputusan adalah jika two-tailed > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas dan sebaliknya. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dijelaskan dalam tabel 2 berikut: 
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Tabel. 2  
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N  90 
Normal Parametersa,b Mean 0E-7 

Std. Deviation .13598232 
 Absolute .132 
Most Extreme Differences Positive .132 
 Negative -.084 
Kolmogorov-Smirnov Z  1.253 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .087 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017 . 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa data residual dari perhitungan regresi antara variabel 

independen dan variabel dependen memiliki nilai Kolmogorov_Smirnov Z sebesar 1.253 dengan nilai 
probabilitas 0.087 > 0.05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Untuk memastikan data 
dalam model regresi berdistribusi normal dapat pula dilihat dari histogram error berikut ini: 

 
Gambar 2 

Histogram Error Normalitas Regresi 

 Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 
Berdasarkan gambar 2, penyebaran data variabel-variabel penelitian mengikuti garis 

normalitas sehingga dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal. 

 
Uji Multikolonieritas 

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinieritas. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, berdasarkan tolerance value dan variance inflation factor 
(VIF) dengan dasar acuan sebagai berikut: 
1) Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas. 
2) Jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

multikolinieritas. 
 

Tabel 3 
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Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) .425 .094  4.507 .000   
 ROA (X1) -.742 .242 -.323 -3.070 .003 .941 1.063 

1 KDK (X2) .007 .012 .066 .596 .553 .857 1.167 
 KM (X3) -.255 .223 -.164 -1.144 .256 .510 1.962 
 KI (X4) -.103 .089 -.159 -1.153 .252 .547 1.830 

a. Dependent Variable: CETRY 
Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 

 
Dari table 3, nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen 

tidak lebih dari 10 dan tolerance value > 0.10, sehingga menandakan model regresi tidak 
mengandung multikolonieritas. 
 
Uji Heterokedastisitas 

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat 
dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 
3: 

Gambar 3  
Pola Scatterplot 

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 

 
Gambar 3 memperlihatkan bahwa : 
1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 
2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 
3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian 

menyempit dan melebar kembali. 
4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 
5) Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas. 

 
Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilihat dari besaran nilai 
Durbin Watson. Model regresi dinyatakan bebas dari problem autokorelasi jika nilai DW – 2 ≤ 
DW ≤ 2 (Sarwono, 2017:150). Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada table 4: 

Tabel 4 
Uji Autokorelasi 
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Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin- 
Watson 

1 .338a .114 .073 .139145120 1.041 

a. Predictors: (Constant), KIX4, KDKX2, ROAX1, KMX3 
b. Dependent Variable: CETRY 

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 
Berdasarkan hasil pengujian dengan statistik Durbin Watson (DW) terhadap regresi pada 

taraf signifikansi (a) 0.05, k = 4, n = 90, diperoleh nilai DW sebesar 1.041. Dari hasil perhitungan 
disimpulkan bahwa nilai DW-test sebesar 1.041 terletak pada daerah uji atau daerah yang bebas 
dari asumsi autokorelasi atau secara matematis ditulis DW – 2 ≤ DW ≤ 2 (1.041 – 2 ≤ 1.401 ≤ 
2). 

 
Uji Hipotesis 
Uji Koefisien Determinasi 

Nilai R2 dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Hasil uji 
koefisien determinasi sebagai berikut: 

Tabel 5 
Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .338a .114 .073 .139145120 .114 2.744 4 85 .034 

a. Predictors: (Constant), KIX4, KDKX2, ROAX1, KMX3 
b. Dependent Variable: CETRY 

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 
Nilai Uji R-Square adalah sebesar 7.3%, hal ini bahwa variasi variabel independen yang 

digunakan pada model penelitian ini (profitabilitas, komposisi dewan komisaris, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional) hanya mampu menjelaskan variabel dependen (tax avoidance) 
sebesar 7.3% dari seluruh variabel yang ada. Maka dapat dikatakan, sebesar 92.7% dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar persamaan yang ada dan tidak diteliti oleh peneliti. 

 
Uji Signifikansi Simultan 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka ketentuan penerimaan atau 
penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
1. Apabila signifikansi > 0,05 (5%) maka H0 diterima (Ha ditolak). 
2. Apabila signifikansi < 0,05 (5%) maka H0 ditolak (Ha diterima).  
  Hasi uji signifikansi simultan (Uji F) sebagai berikut: 

Tabel 6 
Uji Signifikansi Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

 Regression .212 4 .053 2.744 .034b 
1 Residual 1.646 85 .019 
 Total 1.858 89  

a. Dependent Variable: CETRY 
b. Predictors: (Constant), KIX4, KDKX2, ROAX1, KMX3 

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 
Dari hasil perhitungan uji F seperti pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai hitung F 

sebesar 2.744 dengan nilai signifikansi sebesar 0.034 < 0.05. Angka ini bermakna bahwa 
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Profitabilitas, Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. 
 
Uji Signifikansi Parameter Individual 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka ketentuan penerimaan atau 
penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
1. Apabila signifikansi > 0,05 (5%) maka H0 diterima (Ha ditolak). 
2. Apabila signifikansi < 0,05 (5%) maka H0 ditolak (Ha diterima). Berikut adalah hasil 

pengujian secara parsial (uji t): 
Tabel 7 

Uji Signifikansi Parameter Individual 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .425 .094  4.507 .000 
 ROAX1 -.742 .242 -.323 -3.070 .003 
1 KDKX2 .007 .012 .066 .596 .553 
 KMX3 -.255 .223 -.164 -1.144 .256 
 KIX4 -.103 .089 -.159 -1.153 .252 

a. Dependent Variable: CETRY 
Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 menunjukkan hasil bahwa: 
a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

hitung -3.070 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.05. 
b. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai t hitung 0.596 dan nilai signifikansi 0.553 > 0.05. 
c. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.144 dan nilai signifikansi 0.256 > 0.05. 
d. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.153 dan nilai signifikansi 0.252 > 0.05. 
 
Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh profitabilitas dan corporate governance 
terhadap tax avoidance. Hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 20 for 
windows. 

Tabel 8 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .425 .094  4.507 .000 
 ROAX1 -.742 .242 -.323 -3.070 .003 
1 KDKX2 .007 .012 .066 .596 .553 
 KMX3 -.255 .223 -.164 -1.144 .256 
 KIX4 -.103 .089 -.159 -1.153 .252 

a. Dependent Variable: CETRY 
Sumber: SPSS 20, data diolah 2017. 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, menunjukkan hasil bahwa diperoleh nilai 
konstanta (a) sebesar 0.425 dengan nilai koefisien regresi masing-masing variabel adalah ROA 
sebesar -0.742, KDK sebesar 0.007, KM sebesar -0.255, dan KI sebesar - 0.103, sehingga 
membentuk persamaan garis regresi linier berganda sebagai berikut: 
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TA = 0.425 – 0.742ROA + 0.007KDK – 0.255KM – 0.103KI + е 

Keterangan: 
TA  : Tax Avoidance 
ROA  : Return On Asset 
KDK  : Komposisi Dewan Komisaris  
MNJR : Kepemilikan Manajerial 
KI  : Kepemilikan Institusional 
e    : Nilai residu 

 
PEMBAHASAN 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance 
Berdasarkan tabel 8, profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance 

yang ditunjukkan nilai t hitung -3.070 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.05. Justifikasi hasil 
penelitian ini bahwa jika ROA mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan 
mengalami penurunan dikarenakan perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak 
melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. 

Hal ini sejalan dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) yang melakukan 
penelitian mengenai pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance dengan hasil berpengaruh negatif. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis 
Raharjo (2016) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
 
Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan tabel 8, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tax avoidance yang ditunjukkan nilai t hitung 0.596 dan nilai signifikansi 0.553 > 0.05. Justifikasi 
hasil penelitian ini bahwa komposisi dewan komisaris tidak mampu menuntut manajemen 
bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi 
dan manajer. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia 
Rahmawati (2015), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), dan Wirna Yola 
Agusti (2014) menyatakan proporsi dewan komisari tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance. Penelitian ini berbeda dengan I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Ali Suardana (2014) 
menyatakan bahwa propoorsi dewan komisari berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
Penelitian Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdilah. (2016), Pohan (2008) dewan komisaris 
berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 
 
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan tabel 8, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.144 dan nilai signifikansi 0.256 > 0.05. 
Justifikasi hasil penelitian ini bahwa walaupun manajer memiliki saham di perusahaan tersebut, 
manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (entrenchment) bukan pada upaya 
menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik perusahaan (aligment) karena kepemilikan saham 
yang dimiliki manajer cukup sedikit. Kepemilikan manajerial yang relatif sedikit belum 
menyelesaikan persoalan keagenan yang terjadi antara principal (pemilik) dan agent (manajer) 
dimana dengan adanya kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi perilaku oportunistik 
yang dilakukan manajer dapat merugikan pemilik perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Oktofian (2015) dan Dyan (2016) 
menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil berbeda 
didapatkan oleh Pohan (2008), Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015) 
menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
 
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 
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Berdasarkan tabel 8, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.153 dan nilai signifikansi 0.252 > 0.05. 
Justifikasi hasil penelitian ini bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan 
saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik 
institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja 
pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan kepada dewan komisaris 
karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap 
saja tax avoidance terjadi (Rahmi Fadhilah, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Annisa dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2015), 
Ghita Lisnawati (2016), Muhammad Oktofian (2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian berbeda didapatkan oleh Ngadiman & 
Puspitasari (2014), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa 
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada, simpulan yang 
dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. 
2. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah 
terjadi penelitian yang tidak konsisten antar penelitian-penelitian terdahulu, oleh karena itu 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang mengenai: “Pengaruh Profitabilitas dan 
Corporate Governance terhadap Tax Avoidance”. Maka beberapa implikasi yang berguna bagi para 
pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain: 
1. Bagi pemegang saham agar lebih memperhatikan (1) jumlah anggota dewan komisaris dalam 

berinvestasi. Mengingat pentingnya fungsi dan wewenang dari dewan komisaris dalam 
mengoperasikan perusahaan dan jumlah anggota dewan komisaris yang berlebihan atau 
terlalu sedikit dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. (2) tingkat profitabilitas 
perusahaan dalam berinvestasi, karena tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menurunkan tax 

avoidance. 
2. Bagi pihak internal perusahaan (khususnya perusahaan manufaktur yang listed di BEI), (1) 

mengungkapkan informasi yang lebih rinci mengenai aspek Corporate Governance. (2) membuat 
tingkat kepemilikan saham menjadi kepemilikan saham yang menyebar (tidak terpusat). 
Sesuai penelitian ini bahwa tingkat kepemilikan manajerial masih sangat rendah sehingga 
dapat meningkatkan tax avoidance. 

3. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
informasi untuk mengkaji lebih dalam mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan di Indonesia agar dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam 
bidang perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 
referensi dalam menetapkan kebijakan dalam bidang perpajakan. 

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah tahun penelitian, juga dapat menambah sampel 

dengan menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang lain. Misalnya: perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa keuangan maupun non keuangan. 

2. Dapat menggunakan pengukuran tax avoidance yang berbeda agar dapat melihat perbandingan 
hasil yang akan didapatkan. 

3. Dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat diduga mempengaruhi tax avoidance selain 
profitabilitas dan corporate governance dan menyesuaikan dengan karakteristik yang lebih spesifik 
sesuai dengan perusahaan yang diteliti. 
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